
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.SAL[NAN

BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR     38    TAHUN2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
RABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem    Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 Ayat (2) Undarig - Undang
Nomor   23   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan   Daerah
sebagainana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kelja
dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional
Tahun  2020-2024,  dipandang  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)
Kabupaten Mimika Tahun 2023;

b.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dengan  Peraturan    Bupati.

Mengingat     :1.     Undang    -Undang    Nomor     12    Tahun     1969     tentang
Pembentukan  Propinsi  Otonom  Irian  Barat  dan  Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1969   Nomor   47,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.     Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,   Kolusi  dan
Nepotisme (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999
Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor   3851),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali
terahkir   dengan   Undang-Undang   Nomor   19   Tahun   2019
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor  197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);
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3.     Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,  Kabupaten  Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    1999   Nomor    173,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3894);

4.     Undang -Undang Nomor   21  Tahun  2001  tentang Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);  sebagaimana telah
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor  155, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

5.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7.      Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
245,    Tambahan    I+embaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 6573);

8.     Undang - Undang Nomor  1  Tahun 2022  tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

9.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata
Cara   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelanksanan   Rencana
Pembangunan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2006   Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4663);

10.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang  Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4664),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun  2017  tentang  Sinkronisasi  Proses  Perencanaan  dan
Penganggaran   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2017   Nomor   105,   Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
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11.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 6322);

12.   Peraturan Fkesiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun 2020-2024;

13.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata   Cara   Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   serta  Tata   Cara   Perubahan   Rencana
Pembangunan      Jangka      Panjang      Daerah,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   81   Tahun   2022
tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencaria  Kerja  Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

16.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika Nomor  2  Tahun  2009
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
(RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025;

17.   Peraturan Daerah  Kabupaten  Mimika Nomor 3  Tahun  2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) RABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang   memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Mimika.
4.     Perencanaan   Pembangunan   Daerah   adalah   suatu   proses   penyusunan

tahapan  -  tahapan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  unsur  pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu
lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
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5.     Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Tahun  2005-2025  yang
selanjutnya  disebut  RPJPD  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan
daerah Kabupaten Mimika untuk periode 20  (dua puluh)  tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6.     Rencana  Pembangunan  Jangka  Menegah  Daerah  Tahun  2020-2024  yang
selanjutnya  disebut  RPJMD  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan
daerah  Kabupaten  Mimika  untuk  periode  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7.     Rencana strategis OPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

8.     Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

9.     Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah  dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

10.   Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk periode
1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2023.

Pasal2

RKPD Kabupaten Mimika adalah:
a.     Dokumen  perencanaan  tahunan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika  untuk

Tahun  Anggaran 2023;
b.     Pedoman bagi pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rancangan

APBD Tahun Anggaran 2023;
c.     Pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mimika  dalam  menyusun

Kebijakan  Umum APBD Tahun 2023; dan
d.     Pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja perangkat

Daerah Tahun 2023.

Pasal3

( 1 )    Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun
Anggarari 2023  dalam RKPD yang dituangkan dalan Renja masing-masing
Perangkat Daerah.

(2)    Perangkat  daerah  melakukan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program prioritas
pembangunan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Badan   Perencanaan   Pembangunan   Daerah   melakukan   pemantauan   dan
pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan lintas perangkat daerah.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturari
Bupati ini dengan penempatannya dalaln Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,   4  Juli  2022

BUPATI MIMIKA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4  Juli  2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN MIMIKA
ttd

JENI OHESTINA USMANY

NIP.19710523 2007011011










